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IKHTISAR PUTUSAN 
PERKARA NOMOR 22/PUU-XV/2017 

PERIHAL 

“Ketentuan Batas Usia Perkawinan untuk Wanita” 
 

Pemohon : Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pokok Perkara : Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 27 ayat 
(1)  UUD 1945. 

Amar Putusan : Menyatakan Mengabulkan Permohonan para Pemohon Untuk 
Sebagian. 

Tanggal Putusan : Kamis, 13 Desember 2018 

Ikhtisar Putusan : 

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon 
dinikahkan oleh orang tua mereka pada usia dini yaitu usia 13 dan 14 tahun,  dengan 
laki-laki yang usianya lebih tua. Alasan mereka dinikahkan karena keadaan ekonomi 
keluarga. 

Pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa Pasal 7 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 
1/1974), menurut Pemohon perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan 
pada Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yang didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan 
salah satu bentuk diskriminasi dan jika dilihat dari aspek kesehatan saat seorang 
perempuan menikah ketika berusia 16 tahun rentan atas gangguan kesehatan 
khususnya kesehatan reproduksi di antaranya kehamilan yang dapat juga berujung 
kematian. Selain itu ketentuan batas usia bagi perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 
1/1974 ini membuka potensi seorang anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki 
yang lebih tua, perkawinan dengan laki-laki yang lebih tua rentan terjadinya kekerasan 
dalam rumah tangga. 

Bahwa mahkamah telah menentukan pendiriannya mengenai usia perkawinan  
dalam putusan nomor 30-74/PUU-XII/2014, dan putusan-putusan terdahulu yang 
mempertimbangkan mengenai batas usia minimum, menyatakan bahwa hal ini  
merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat 
diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan 
perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan 
pembentuk Undang-Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak 
bertentangan dengan UUD 1945. 
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Mahkamah berpendirian bahwa suatu legal policy tidak dapat diuji 
konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar 
moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan 
dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak 
melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan 
penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 
1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah 
Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu legal policy, termasuk jika 
Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya.  

Sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan 
hukum (legal policy), namun kebijakan tersebut tidak boleh memperlakukan warga 
negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. 
Benar bahwa dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan 
terhadap laki-laki dan perempuan menuntut pembedaan sehingga dalam konteks 
demikian pembedaan tersebut, namun tatkala pembedaan perlakuan antara laki-laki 
dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar 
atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok 
hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang 
seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin 
maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi. 

Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 dikatakan diskriminatif sebab dengan 
pembedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah 
menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam 
pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, antara lain, pertama, hak atas perlakuan yang 
sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 
kedua, hak perempuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, hak untuk mendapatkan kesempatan 
memperoleh pendidikan yang pontensial terhalang karena dengan dimungkinkannya 
seorang perempuan untuk kawin pada usia 16 tahun akan cenderung lebih terbatas 
aksesnya terhadap pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 
1945. Bahkan, dalam kaitan ini, seorang perempuan yang tidak memenuhi pendidikan 
dasarnya akan potensial dinilai melanggar kewajiban konstitusionalnya sebab menurut 
Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar.  

Bahwa sekalipun ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan kebijakan 
hukum yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun tidak serta-merta Mahkamah 
dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan, dalam hal ini hanya 
menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan 
antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan 
batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-
undang.  

Namun Pembentuk undang-undang dituntut untuk konsisten dalam menentukan 
pilihan kebijakan hukumnya terkait usia anak, mengingat terdapatnya perbedaan dan 
ketidaksinkronan sejumlah undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang batas 
usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam UU 1/1974. Dalam 
hal ini, ketidaksinkronan dimaksud terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat 
antara lain dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan, 
“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) 
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Sementara itu, 
dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dinyatakan, “Anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan”. Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana 
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termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yaitu mencapai umur 16 (enam belas) 
tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 UU 
Perlindungan Anak. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia 
yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak. 

Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, penentuan batas usia 
minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-
undang. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) 
tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan 
perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya 
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Sebelum dilakukan perubahan 
dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku. Apabila dalam 
tenggang waktu tersebut pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan 
terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan 
kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan 
tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 
(1) UU 1/1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU 
Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan. 

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan 
yang amar putusannya menyatakan Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk 
sebagian; Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menyatakan 
ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan 
dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah 
ditentukan dalam putusan ini; Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang 
untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan 
bagi perempuan; Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya; Menolak permohonan para Pemohon untuk selain 
dan selebihnya. 

 

 

 


